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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan penulis,
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh polisi kehutanan adalah
dengan mengadakan patroli dan mendirikan pos-pos pengamanan, dan
melaksanakan operasi represif atau tindakan terhadap pelaku illegal
logging, dan memberikan pembinaan masyarakat atau penyuluhan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh polisi kehutanan didalam melakukan
pengawasan Yaitu.kurangnya kesadaran.masyarakat terhadap kelestarian
hutan, minimnya jumlah personil polisi kehutanan, dan terbatasnya sarana
dan prasarana yang digunakan oleh polisi kehutanan dalam.-melakukan

pengawasan.

B. Saran
Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka diakhir penulisan hukum ini,
penulis dengan segala keterbatasan ingin memberikan saran yang sekiranya
dapat membantu dan berguna bagi semua pihak.
1. Mengingat kurangnya/terbatasnya jumlah personil polisi kehutanan, dan

belum adanya rekruitment/penerimaan polisi kehutanan sejak tahun 1998
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sampai tahun 2009 maka diperlukan penambahan jumlah personil polisi
kehutanan dengan membuka penerimaan polisi kehutanan yang baru oleh
Pemerintah . Provinsi Kalimantan Tengah agar pengawasan dan
perlindungan hutan dan kawasannya menjadi lebih efektif.

. Perlunya penambahan sarana dan prasarana untuk polisi kehutanan
terutama pada daerah-daerah yang sulit dijangkau.

.. Untuk penjagaan di kawasan hutan sebaiknya tidak dilakukan dengan satu
orang polisi kehutanan, perlu ditambahkan agar pengawasan: lebih efektif
mengingat besarnya kawasan hutan yang cukup luas.

. Terhadap para pelaku illegal logging yang telah tertangkap tangan
sebaiknya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan sebaiknya
hakim dapat lebih tegas dalam menjatuhkan hukuman agar dapat membuat
jera para pelaku illegal logging:.

. Sebaiknya penyuluhan dari polisi kehutanan lebih ditingkatkan' agar
masyarakat -dapat lebih meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya

kelestarian hutan dan kawasannya.
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